ABSTRAK

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian dituangkan
di dalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2013 merupakan salah satu kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menekan adanya laju alih fungsi
lahan pertanian menjadi non pertanian. Kebijakan tersebut terindikasi berjalan
tidak efektif penerapannya di dalam masyarakat dikarenakan substansi, struktur,
maupun kultur masyarakat kurang mendukung adanya kebijakan tersebut. Jenis
penelitian ini adalah penelitian empiris atau biasa disebut penelitian lapangan
yang dapat mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan. Tipe penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dapat mengamati
reaksi maupun interaksi yang terjadi ketika suatu norma tidak bekerja dengan
baik. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta. Dengan lokasi
penelitian yang dilakukan di berbagai instansi terkait, dan beberapa kelompok tani
di Kabupaten Bangkalan. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan
data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan wawancara kepada
beberapa masyarakat dan instansi terkait. Kemudian dianalisa dengan
menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian dalam penerapan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 05 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian
Menjadi Non Pertanian ini tentu sangat diuji keberlakuan efektifitasnya di dalam
masyarakat apabila dilihat dari aspek keperdataan yang cenderung sangat kurang
untuk diterapkan yang berdampak pada masih terdapat masyarakat mengalihkan
lahannya demi untuk kepentingan pribadi karena kurang hadirnya insentif yang
diberikan oleh pemerintah daerah.
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ABSTRACT

Protection of Sustainable Food Agricultural Land as outlined in Regional
Regulation Number 05 of 2013 is one of the policies Bangkalan District
Government to suppress the rate of transfer of functions agricultural land to non-
agricultural. The policy is indicated to be ineffective in its implementation in the
community due to its substance, structure, and community culture does not
support this policy. This type of research is empirical research or commonly
called field research that can reveal the facts that exist in the field. The type of
research used in this research is sociological juridical because it can observe
reactions and interactions which can happen when a norm doesn't work well. The
approach method used is the fact approach. With the location of research
conducted in various related agencies, and several farmer groups in Bangkalan
Regency. Types and sources of data using primary and secondary data, methods
of collection data using interviews with several communities and related agencies.
Then analyzed using descriptive-qualitative method. Results research in the
application of Bangkalan District Regulation Number 05 of 2013 concerning the
Protection of Sustainable Food Agricultural Land against Transfer The function
of agricultural land to be non-agricultural is certainly very effective in testing its
effectiveness in the community. When viewed from the civil aspect, which tends to
be very less applicable, which has an impact on the existence of people who divert
their land for personal interests due to the lack of incentives provided by the local
government.
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